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PUTUSAN
Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.LIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut, antara:

PEMOHON, Umur63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di XXxxx X,
XXXK XXXXXXKK,  XXXXXXXXX  XXXKK,XXXXKXXXX  XXXXXXXK
XXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXxXX XX, XXXX
XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX
XXXXXXXXX, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan
surat permohonannya 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.LIk.
tanggal 1 Juli 2021, dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 Pemohon dengan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor: [
10/X/2019 tanggalOktober 2019;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon

berstatus Janda Cerai Hidup;
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3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal
bersama dirumah Termohon yang beralamatkan dixxxxx XX, XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX sampai terjadinya
perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup terjadi
perselisihan yang disebabkan karena Termohon pergi dengan laki-laki lain
dan meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohonterjadi pada
Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai
sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya
Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali lagi bersama dan tidak
lagi melakukan layaknya suami-istri;
7. Bahwa Pemohon telah rembug di Desa dengan Lembaga Adat untuk
mendamaikan namun Termohon tatap pada pendirian Termohon dan
keputusan tetap Cerai/Pisah;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah
wa rahmahsebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak
dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi
Pemohon untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga Pemohon dengan
Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai
ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim
untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)untuk mengucapkan ikrar talak
kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,
meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan,
Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak
datangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya
secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan agar tetap rukun
dan mempertahankanrumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya
tersebut tidak berhasil,Pemohon tetap pada permohonannya untuk
menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan alat
bukti berupa:
A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumitro
Damogaladyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX tertanggal 8-12-2012,
yangcocok dengan aslinya,bermeterai cukupdan di-nazegelen,
diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/10/X/2019
tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama XXXXXXXKK XXXXXXK XXXXX, XXXXXXXXX XXXKKXX XXXXXKKKX,
yangcocok dengan aslinya,bermeterai cukupdan di-nazegelen;
B. Saksi
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1. Sangge Ambaru bin M. Ambaru, umur 44 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXxxx X, XXXX

XXXXXXXX, Kec. Lolak, Kab. Bolaang Mongondow, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang telah menikah sejak tahun 2019;

0 Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Duda cerai mati dan
Termohon berstatus Janda cerai hidup;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
rumah Termohon yang beralamatkan dixxXxx XX, XXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX sampai dengan terjadinya
perpisahan;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya baik dan rukun namun sehari setelah akad nikah Termohon
pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak pernah kembali lagi sampai
sekarang;

[0 Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau kembali
lagi dengan Pemohon;

0 Bahwa Pemohondan Termohonsudah hidup berpisah kurang lebih
2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

0 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga Pemohon
sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon
namun Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon
dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, namun saksi tidak
mengenal laki-laki tersebut;

- Bahwa selamaberpisah antara Pemohondan Termohonsudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi.
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- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

[0 Bahwa saksisudah tidak sanggup merukunkanPemohondan
Termohonlagi;

2. Ingggi Raga binti Yusuf Raga, umur 60 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan xxx XXXXX XXxxxX, bertempat tinggal di Dusun

IV, Desa Bolaang, Kec. Bolaang Timur, Kab. Bolaang Mongondow, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang telah menikah sejak tahun 2019;

0 Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus Duda cerai mati dan
Termohon berstatus Janda cerai hidup

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
rumah Termohon yang beralamatkan dixxxxx XX, XXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX sampai dengan terjadinya
perpisahan;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya baik dan rukun namun sehari setelah akad nikah Termohon
pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak pernah kembali lagi sampai
sekarang;

0 Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau kembali
lagi dengan Pemohon;

0 Bahwa Pemohondan Termohonsudah hidup berpisah kurang lebih
2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

0 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan pihak keluarga Pemohon
sudah berusaha mencari Termohon di rumah orang tua Termohon

namun Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon
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dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, namun saksi tidak
mengenal laki-laki tersebut;

- Bahwa selamaberpisah antara Pemohondan Termohonsudah tidak ada

komunikasi yang baik lagi.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa  saksisudah tidak sanggup  merukunkanPemohondan

Termohonlag;i;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi,
selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon
dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hari
dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk ha
dir sebagai wakil/kuasanya, dan atau untuk memberikan menyampaikan alasan
ketidakhadirannya,meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolaktelah
memanggil Termohon secara resmi dan patut, dengan demikian dengan
mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa
kehadiran Termohon tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon
tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.,Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor. Tahun 1975, jo.,Pasal23dan 143 Kompilasi Hukum Islam, m
eskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah menasehati Pe
mohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah t
angganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, makaperkara ini harus disel
esaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena
sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah tidak berkomunikasi serta
telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon meminta izin untuk dapat
mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Lolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohontelah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 serta 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan,
kewarganegaraan, tempat tinggal Pemohonberada di wilayah XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig
bewijskracht)dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga Penggugat dapat
mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P)
atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti P.2 tersebut telah dibubuhi
meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh
Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan
Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh
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karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam
perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. joPasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus
dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon
tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang
sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi
karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan
pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga
atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan
alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon,
yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang
menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di
bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712
R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya
menerangkan rumah tangga Pemohondan Termohontidak harmonissejak sehari
setelah akad nikah yakni tanggal 16 Oktober 2019 sampai sekarang, Termohon
pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang
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dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi

tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,
oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon
yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum

pernah bercerai;
2.----- Bahwa Termohonpergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama 2 (dua)
tahun dan sejak saat itu sampai saat ini Termohontidak pernah datang
mengunjungi ataupun menghubungi Pemohon;

3. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
komunikasi yang baik lagi;

4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh
Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon
menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak
terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan
menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek
yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan junctoPasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu
pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu
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pihak (Termohon) telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) selama lebih dari 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Pemohon) dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak
kepergian Termohon, Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke
rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi
yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk
hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha
perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan
tetap tidak berhasil, dengan Pemohon menyatakan tetap dengan
gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon
dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban
masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan
untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat
ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu
keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan
berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar
dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan
tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat
bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits
Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-
Shaghir Juz Il halaman 203 yang berbunyi:

oYy oY
Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain;
dan sesuai pula dengan gaidah fighiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir
halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:
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Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang
dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terbukti dan
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974,
junctispasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal
116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh
Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam
keadaan ba'da dukhul,maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak
raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak
akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untu

k menghadap ke persidangan,tidak hadir;
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2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhlan talak
satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Lolak;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.,00
(empatratus empat puluh limaribu rupiah);

Demikian  diputuskandalam  rapatpermusyawaratanMajelis  yang
dilangsungkan pada hariiniSelasatanggal19Juli 2022 Masehi, bertepatan denga
n tanggalDzulhijjah1443 Hijriyah,oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.l., M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah,S.H.l., dan Alfian
Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu olehSri Rahayu Damiti,
S.H.l,, M.H.,sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Roiha Mahmudah S.H.I. Alfian Muhammady, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.l., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp30.000,00
ATK Rp75.000,00
Panggilan Rp310.000,00
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PNBP Panggilan Rp20.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp 4.000,00
(empatratus empat puluh limaribu rupiah)
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